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<b>ABSTRAK</b>

Banjir telah menjadi masalah bagi Jakarta sgjak kota ini masih bernama Batavia pada masa penjajahan
Belanda. Untuk meminimalisasikan dampak banjir itu pada tahun 1918 pemerintah kolonial membuat
rancangan, yang dikenal sebagai Rencana van Breen, pembangunan duo bush kanal yang berfungsi
mengalihkan aliran air sungai ke sisi barat dan timur kota, sehingga Batavia terhindar dari banjir. Kanal di
wilayah barat selesai dibangun pada tahun 1920, tetapi kanal di wilayah timur belum terealisasi, bahkan
berpuluh tahun kemudian setelah Indonesia merdeka di tahun 1945.

Ketikatelah menjadi ibu kota Republik Indonesia, pada puncak musim hujan Jakarta kerap dilanda banjir.
Pada tahun 1965 Presiden Soekarno membentuk Kornando Proyek Pencegahan Banjir di DKI Jakarta yang
bertanggungjawab untuk pengendalian banjir di 1bu Kota. Kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dan
Tenaga Listrik (PUTL) dengan Netherlands Engineering Consultants (Nedeco), konsultan dari Negeri
Belanda, pada 1973, menghasilkan Rencana Induk Pengendalian Banjir. Salah satu rekomendasinya adal ah
merealisasikan rencana van Breen: pembangunan kanal banjir di wilayah timur Jakarta. Ketiadaan dana
mengakibatkan pembangunan kanal - yang lazim disebut sebagai Banjir Kanal Timur (BKT) - itu tertunda.

Perkembangan kota Jakarta beserta wilayah pendukung di sekitarnya - Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi - mengakibatkan dampak banjir makin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 Jakarta kembali
dilanda banjir. Setahun sesudah itu (2003) pembangunan BKT yang direncanakan 30 tahun yang lampau
akhirnya dicanangkan. Meski demikian, realisasi pembangunan BKT tetap tersendat-sendat. Banjir yang
terjadi pada awal tahun 2007 membuat pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DK Jakarta memperkuat
komitmen merealisasikan pembangunan BKT.

Penelitian tentang "Upaya Pengendalian Banjir di DK Jakarta: Realisasi dan Rencana Pembangunan Banjir
Kanal Timur" adalah penelitian tentang permasal ahan yang rumit yang terkait dengan sejarah, kebijakan dan
mangjemen yang memerlukan pendekatan kualitatif dengan grounded theory. Penelitian bertujuan
mengungkapkan apa daya upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan, dan apa
kendala yang dihadapi ketika pembangunan BKT mulai dilaksanakan.

Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dan perighimpunan data lewat
dokumen pemerintah. Seluruh informasi yang diperoleh dikelompokkan, dilakukan pengkodean, dan

diandisis.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya pengendalian banjir di DKI Jakartatidak disertai oleh
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komitmen yang kuat, bail( dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketidakjelasan realisasi pembangunan BKT, mengakibatkan daerah yang pada tahun 1973 sudah
direncanakan akan digunakan sebagai trace BKT berkembang menjadi permukiman penduduk yang pada
gilirannya menimbulkan kesulitan penyediaan tanah untuk trace kanal tersebut.

Hasil penelitian ini memberi kejelasan tentang upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang pernah dan
sedang dilakukan. Implikasi dari penelitian ini adalah perbaikan pada kinerja pemerintah kota terutarnayang
menyangkut tats rung kota yang terkait dengan kondisi geografis DKI Jakarta.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

Flood was and is a problem with Jakarta since the time when it was called Batavia in the Dutch colonia
times. To minimize itsimpact, in 1918 Dutch colonial government drafted a plan, known as van Breen Plan,
to construct two canals to divert Ciliwung river flow to the east and west of the city, in order to save the city
from its overflow. The canal on the west side was completed in 1920, but the canal on the east side of the
city was never realized during the colonial period and even after tens of years after Indonesia's independence
in 1945.

After becoming the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta was often hit by flood during the peak
period of each year's rainy season. In 1965 President Sukarno established a"Command Centre for Flood
Control Project” in Jakarta bearing the responsibility to control the flood in the capital. The collaboration
between the then Department of Public Works and Electricity and the Netherlands Engineering Consultants,
NEDECO, in 1973 produced a Master Plan for Flood Control. One of its recommendations was to re-
implement the van Breen Plan: construction of flood canal on the eastern fringe of Jakarta. Lack of funds,
however, impeded the completion of the construction of what is popularly called the "Eastern Flood Canal."

The growth of Jakarta and its hinterland - Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi made the impacts of flood
even worse over the years. In 2002 Jakarta was again heavily inundated. The year after, 2003, the
construction of Eastern Flood Canal that had been still on plan for more than 30 years was eventually kicked
off ground, if far from being a smooth one. In the beginning of 2007 another devastating flood prompted
both the central and Jakarta Special District governments to yet revive and strengthen their commitment to
build the Eastern Flood Canal.

The present thesis, "Flood Control in Jakarta: Plan and Realization of Eastern Flood Canal", having the
complexity of history, policies, and management as backdrop, is a qualitative study taking grounded theory
asits approach. It aims to uncover what efforts have been made, and which part of the plan has been
implemented, and what sort of constraints that have grown out to impede the compl etion of the construction
of the Eastern Flood Canal.

This study is based on interviews with a number of resourceful persons and the collection of official
documents. All information is then put into categories, and analysisis made accordingly.

This study discovered that flood control effortsin Jakarta had not been based on strong commitment from



either national government or local Jakarta government. The construction of Eastern Flood Cana was then
put into further uncertainty when the areas designated for the canal's ground-plan was converted into
peopl€'s settlement which further complicated the expropriation of the very land required for the
construction of the canal.

This study sheds light on past and current flood control effortsin Jakarta. It impliesthat thereis aneed to
improve the performance of the city's government, especially in the areas related to urban development
planning in its relation to Jakarta's specific geographical conditions.</i>



